
  

 
WALI KOTA BANJAR  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  

NOMOR 72 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2.a TAHUN 2011  

TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA 
INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan 

dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat 
Pemerintah Pusat yang merupakan  satu kesatuan dari 

sistem hukum nasional, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 
2.a Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan dan 

Penyaluran Dana Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan 
pencabutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 2.a Tahun 
2011 tentang Pedoman Penggunaan dan Penyaluran Dana 

Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota 
Banjar Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 

Nomor 3); 

 

 

 



3  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2.a TAHUN 2011 TENTANG 

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA 
INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB). 

 

Pasal 1 

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 2.a Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penggunaan dan Penyaluran Dana Intensifikasi Pajak 
Bumi Dan Bangunan (PBB) (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 

2011 Nomor 2.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal  2 November 2022     

WALI KOTA BANJAR, 

 

TTD 

ADE UU SUKAESIH 

 

Diundangkan di  Banjar  

pada tanggal  2 November 2022    

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

TTD 

ADE SETIANA 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 72 

 


